
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanah adalah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa 

Indonesia, merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan 

penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besar kemakmuran 

atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubung dengan itu 

penyediaan, peruntukkan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaanya perlu 

diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemandaatannya 

serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama 

golongan petani, dengan tetap mempertahakan kelestarian kemampuannya dalam 

mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.1 Tanah dalam wilayah 

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, yang 

selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga 

berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan rakyat yang 

beragam dan meningkat, baik pada tingkatan nasional maupun dalam hubungan 

dengan dunia Internasional.2                                                                                    

Dalam hukum tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis 

sebagai suatu pengertian yang telah diberikan batasan resmi oleh Undang-Undang 

Pokok Agraria. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak 

yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, adalah Untuk digunakan 

1 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cet 3, (Jakarta 
Universitas Trisakti, 2007), hlm. 3. 

2 Ibid. 
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atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut 

tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai 

permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa diperlukan juga sebagai 

penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air memberikan 

wewenang untuk mempergunakan sebagai tertentu permukaan bumu yang 

bersangkutan, yang di sebut “tanah” tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya 

dan air  serta ruang yang ada diatasnya.3 

Hubungan hukum antara orang baik warga Negara Indonesia maupun 

warga Negara asing serta perbuatan hukum mengenai tanah di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok 

Agraria. 

Dalam kaitannya dengan subjek yang dapat diberikan dan mempunyai hak 

atas tanah, maka sesuai dengan asas nasionalitas yang menjadi landasan Undang-

Undang Pokok Agraria, ditentuan bahwa sesuai pasal 9 Undang-Undang Pokok 

Agraria menyatakan bahwa “hanya warga Negara Indonesia yang dapat 

mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa”. Maka 

dengan adanya peraturan ini, yang berhak mempunyai Hak Milik atas tanah 

hanyalah Warga Negara Indonesia. 

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menjadi dasar hukum bagi lahirnya hak-

hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai negara atas tanah, yaitu “Atas 

dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri 

3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksaaannya, (Jakarta: Djambatan. 2008), Jilit 1, hlm. 18. 
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maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. 

Hak-hak atas tanah ini dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh perseorangan 

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dari warga negara 

Indonesia maupun orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum 

privat dan badan hukum publik, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai 

perwakilan di Indonesia. 

Sedangkan menurut pasal 26 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Hak Milik kepada orang asing 

dilarang; dan pelanggaran terhadap pasal ini mengandung saksi batal demi hukum. 

Namun demikian, Undang-Undang Pokok Agraria tidak menutup sama sekali 

kesempatan kepada warga Negara asing dan badan hukum asing untuk 

mempunyai hak katas tanah di Indonesia. Bagi Warga Negara Asing yang ingin 

menguasai hak tanah dan ingin memperoleh atau memiliki rumah tinggal atau 

hunian dengan adanya prinsip-prinsip pertanahan diantaranya “prinsip 

nasionalitas” bahwa “hanya Warga Negara Indonesia yangg dapat diberikan hak 

atas tanah Hak Milik”, sedangkan orang asing hanya dapat diberikan hak atas 

tanah berupa hak pakai dan hak sewa demikian dijelaskan dalam Penjelasan 

Umum Peraturan Menteri nomor 103 tahun 2015.  

Hak pakai berdasarkan Undang-Undang ketentuan Pasal 41 ayat (1) 

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria yaitu “Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, 

yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 
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perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau 

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa 

dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”. 

Terhadap kemungkinan bagi warga Negara asing dan badan hukum asing 

untuk dapat menguasai tanah seperti kepada warga Negara Indonesia dan badan 

hukum Indonesia tidak akan sepenuhnya dapat dibenarkan, karena selain akan 

bertentangan dengan asas kebangsaan Hukum Tanah Indonesia kita, juga akan 

mempersulit kita dalam memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional, 

yang pada kenyataanya sekarang ini dan waktu yang akan datang, masih belum  

cukup kuat dalam menghadapi kekuatan asing. Penguasaan tanah oleh orang dan 

badan hukum asing masih tetap perlu dibatasi untuk keperluan-keperluan yang 

bermanfaat bagi kepentingan nasional, dengan hak-hak yang terbatas dengan 

jangka waktunya. 

Namun  dengan suatu tempat tinggal atau properti satuan Rumah Susun 

untuk warga Negara asing telah diatur dalam Undang-Undang yang baru nomor 

20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, juga menegaskan prinsip yang sama yakni 

bahwa kepemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing itu harus 

berada diatas Hak Pakai di atas Tanah Negara. Hal ini disebabkan karena dalam 

konsep kepemilikan rumah susun terdapat kepemilikan secara individual dan 

terpisah, yakni terhadap kepemilikan satuan rumah susun itu sendiri, namun 

sekaligus juga mengandung kepemilikan bersama secara proporsional dan tidak 

terpisahkan terhadap Tanah-Bersama, Benda-Bersama dan Bagian-Bersama. 
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Untuk mengetahui yang dimaksud dengan warga Negara asing 

diperjelaskan dalam pengertian tentang Warga Negara Asing itu sendiri telah di 

atur dalam pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2006 yang menyatakan “setiap 

orang asing yang bukan Warga Negara Indonesia diperlukan sebagai orang asing, 

sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 

2015 mendefinisikan bahwa “Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia atau 

Orang Asing” adalah “orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang 

keberadaannya memberi manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di 

Indonesia”. 

Dalam hal ini menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 

perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan para pihak, pada 

dasarnya menyangkut dua bidang hukum, yaitu bidang hukum perkawinan 

(huwelijksrecht) dan bidang hukum kewarganegaraan (nationaliteitsrecht)4.

 Keadaan kewarganegaraan ganda sering pula terjadi akibat dari 

perkawinan campuran antara bangsa yang otomatis menganut hukum perkawinan 

dan kewarganegaraan yang berbeda.5 Dimana masing-masing pihak yang terkait 

dalam perkawinan campuran tersebut oleh negara asalnya ada yang mengizinkan 

anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut untuk memiliki kewarganegaraan 

kedua orangtuanya (kewarganegaraan ganda/dwikewarganegaraan). Dalam 

kenyataannya terdapat keanekaragaman peraturan dan asas-asas kewarganegaraan 

apakah ius soli atau ius sanguinis, karena negara bebas untuk memilih asas-asas 

manakah yang hendak dipakainya dalam menentukan siapakah yang menjadi 

4 J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia, Cet 1 
(Jakarta: Gunung Agung, 1957), hlm. 9. 

5 Zulfa Djoko Basuki, Perkawinan Campuran Serta Permasalahan Hukumnya di 
Indonesia Dewasa Ini, Vol.1 No.3, (Jakarta : Jurnal Hukum Internasional, April 2004), hlm. 547. 
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warganya. Yang kemudian menimbulkan apatridie, bipatridie bahkan mungkin 

multipatridie karena dari benturan asas-asas kewarganegaraan yang tidak 

seragam. Akibatnya timbul peraturan-peraturan di bidang kewarganegaraan yang 

tidak sama di semua negara. Dan menurut istilah Sudargo Gautama hal ini 

menggambarkan seolah-olah terjadi “pertentangan”.6 

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan oleh penulis maka, penulis 

mengambil judul “Aspek Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas 

Tanah Bagi Kewarganegaraan Ganda Di  Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang di atas penulis menetapkan 

pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah 

sebagai   berikut : 

1. Bagaimana Aspek Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah 

Bagi Kewarganegaraan Ganda Di  Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ? 

2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah 

Bagi Kewarganegaraan Ganda Di  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ? 

6 Sudargo Gautama, Op Cit., hlm 9. Beliau lebih lanjut menjelaskan hal ini merupakan 
konsekuensi dari prinsip kebebasan untuk menentukan sendiri siapakah yang merupakan 
warganegaranya, maka kita dapat menyaksikan tidak adanya uniformitet di lapangan peraturan-
peraturan tentang kewarganegaraan. 

 
 

                                                 



7 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan di atas, maka  tujuan 

yang hendak dicapaikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Aspek Hukum Terhadap Kepemilikan Hak 

Milik Atas Tanah Bagi Kewarganegaraan Ganda Di  Indonesia Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Hukum Terhadap Kepemilikan Hak 

Milik Atas Tanah Bagi Kewarganegaraan Ganda Di  Indonesia Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis : memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu 

Hukum khususnya Hukum Pertanahan atau Agraria serta 

kewarganegaraan, yang selalu mengalami perkembangan sesuai dengan 

perkembangan jaman. 

2. Secara praktis, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:                              

a) Bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

di bidang Hukum Pertanahan atau Agraria dan Kewarganegaraan.  

b) Sebagai bahan referensi dan memberi manfaat bagi pembaca, agar para 

pembaca dapat lebih memberi perhatian terhadap keanekaragaman 
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hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Hukum Pertanahan atau 

Agraria dan Kewarganegaraan. 

1.5. Kerangka Teori 

Teori Pertanahan di Indonesia  

Tanah negara mengandung aspek publik, artinya aspek yang menonjol 

disini adalah aspek kewenangan mengatur dan mengusai tanah oleh negara. 

Adapun ruang lingkup tanah negara meliputi : 

a. Tanah-tanah yang yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya. 

b. Tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi. 

c. Tanah-tanah yang pemegangnya haknya meninggal dunia tanpa ahli waris. 

d. Tanah yang telantar. 

e. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum.7 

Tanah hak mengandung unsur keperdataan, aspek yang menonjol adalah 

aspek hubungan hukum orang dengan tanah. Berdasarkan Undang-undang Pokok 

Agraria, yang termasuk hak atas tanah tanah meliputi Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, hak membuka tanah, hak 

memungut hasil hutan. Menurut Maria SW Sumardjono, secara implisit Undang-

Undang Pokok Agraria membedakan dua kelompok hak atas tanah. Kelompok 

7 Maria SW Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, 
(Jakarta : Kompas, 2008), hlm. 172. 
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pertama adalah Hak Milik, sedangkan kedua adalah Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai.8 

Berdasarkan Pasal 2 undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, ditegaskan bahwa bumi, air, dan ruang 

angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat, dimana hak 

menguasai dari negara adalah merupakan wewenang untuk : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 

c. Menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, 

air, dan ruang angkasa. 

Wewenang ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran 

rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat 

dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hak 

menguasai dari negara tersebut diatas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada 

daerah-daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan 

8 Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi Dan Implementasi, 
(Jakarta : Kompas, 2005), hlm. 62. 
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tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan 

Peraturan Pemerintah.9 

1.6. Definisi Operasional. 

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

secara terus menerus, berkeseimbangan dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengelolaan, pembukaan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah rumah satuan-

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.10 

2. Tanah adalah : 

a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekalian ; 

b. Keadaan bumi di suatu tempat ; 

c. permukaan bumi yang diberi batas ; 

d. bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (Pasir, Cadas, 

Napal, dan segalanya).11 

3. Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah dengan mengingat semua hak atas tanah 

mempunyai fungsi sosial.12 

4. Warga Negara adalah rakyat menetap di suatu wilayah dan rakyat tertantu 

dalam hubungannya dengan Negara.13  

9 Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi 
dan Pelaksaaannya, (Jakarta: Djambatan. 2008), Jilit 1, hlm. 182. 
 

10 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Tanah, 
Peraturan Pemeintah Nomor 24 Tahun 1997, Lembar Negara Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan 
Lembar Negara Nomor 3639, hlm. 2 

11 Ibid, hlm 19. 
12 Ibid, hlm 12. 
13 Endang, Zaeleni Sukaya, Achmad Zubaidi, dkk, Pendidikan 

Kewarganegaran,(Yogyakarta : Paradigma, 2002), hlm. 7. 
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5. Kewarganegaraan adalah segalah hal ihwal yang berhubugan dengan warga 

Negara. 

6. Kewarganegaraan Ganda adalah Orang memiliki kewarganegaraan 

Indonesia dan juga memiliki kewarganegaraan Negara asing hal ini hanya 

ada di anak yang perkawinan percampuran. 

7. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan 

kewarganegaraan ganda bagi anak-anak.14 

1.7. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

  Metode penelitian dalam penulisan skripsi yang digunakan oleh 

penulis adalah metode deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan 

undang-undang (statute approach). Dalam penulisan skripsi ini, penulis 

melakukan pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data 

dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Penelitian bertujuan 

menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini 

dalam bidang hukum Agraria khususnya yang berkaitan dengan Pertanahan 

berdasakan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang 

Pokok-pokok Agraria. 

2. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer meliputi : 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

2. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-

pokok agraria. 

14 Lian Nury Sanusi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Revisi). Cet. 1 (Jakarta : Kawan Pustaka, 2006) hl m. 28. 
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3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia. 

b. Bahan hukum sekunder meliputi : 

1. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. 

2. Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 

3. Keputusan Presiden Rebpublik Indonesia nomor 32 tahun 1979 

tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak 

Baru Atas Tanah Asal Kenversi Hak-Hak Barat. 

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional 

nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan embatalan Hak 

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

5. Peraturan Menteri nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah 

tempat tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di 

Indonesia. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1978 tentang Fatwa 

Tata Guna Tanah. 

7. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN 3/1997 tentang ketentuan 

pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah. 

8. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang 

Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak 

pengelolaan. 

 
 



13 
 

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

nomor 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan 

Kasus Pertanahan. 

3. Analisa Bahan Hukum 

 Bahan Hukum yang di peroleh kemudian di analisa secara kualitatif, 

yaitu analisis yang di lakukan dengan memahami dan merangkai data yang 

telah di peroleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan 

kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu 

dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum 

kemudian di tarik kesimpulan secara khusus. 

1.8. Sistematika Penulisan. 

 Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yang merupakan susunan dari 

penulisan secara teratur dan terperinci sehingga dapat dengan mudah diketahui 

hubungan antara bab yang satu dengan yang lain yang dimaksudkan untuk 

mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan  

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penlitian, Kerangka 

Teori, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH 

Bab ini membahas pemikiran yang menghubungkan variabel 

penelitian yang satu dengan yang lain berdasarkan penelitian 

teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti atau dibahas dalam penulisan ini, yaitu teori tentang 

Pengertian Dasar Hak-hak atas tanah, dan Macam-macam Hak 

Atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai. 

BAB III   :   HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA 

INDONESIA YANG MEMPUNYAI KEWARGA 

NEGARA GANDA. 

Bab ini membahas mengenai Asas Nasionalitas, Kepemilikan 

Hak Milik Atas tanah Bagi Kewarganegara Ganda Di 

Indonesia, Pengertin Warga Negara dan Kewarganegaraan, 

Pengaturan Mengenai Anak Hasil Campuran, Anak Sebagai 

Subjek Hukum, dan Kewarganegaraan Ganda Hasil 

Perkawinan Campuran. 

BAB IV :      ASPEK HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK 

MILIK ATAS TANAH BAGI KEWARGANEGARAAN 

GANDA DI  INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG 

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. 
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Bab ini membahas mengenai Aspek Hukum Terhadap 

Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi Kewarganegaraan 

Ganda Di  Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

dan Upaya Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas 

Tanah Bagi Kewarganegaraan Ganda Di  Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 

BAB V   :  PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari 

permasalahan yang ditelitikan. 
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